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PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Mll.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili  yang memeriksa  dan mengadili  perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Wajo, 25 November 2001, agama Islam,

pendidikan tamat SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di

Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat  dan  tanggal  lahir,  Makassar,  05  Mei  1989,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Swasta,  tempat  kediaman di  Kota

Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16

Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal

16 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA Mll., telah

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah suami sah  Tergugat, menikah pada hari

Senin, tanggal 2 April 2018 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Malili,  Kabupaten  Luwu  Timur,  dengan  Kutipan  Akta

Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 2 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal bersama

ditempat kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu Timur selama

2 bulan, dan kemudian Tergugat pergi ke Nabire untuk bekerja dan belum

kembali sampai sekarang;
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3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai

kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan telah berhubungan selayaknya suami

istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 2 bulan pernikahan Tergugat

meninggalkan rumah dengan alasan kerja di Nabire, dan setelah 1 minggu

di Nabire Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat, kemudian 1

minggu setelah itu dan sampai sekarang Tergugat hilang kabar dan tidak

kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Luwur;

5. Bahwa pada bulan Januari  2019 Tergugat menelepon keluarganya

yang  berada  di  Maros  untuk  menyampaikan  kepada  Penggugat  bahwa

Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, tetapi Penggugat masih

belum  percaya  kalau  Tergugat  sudah  tidak  mau  dan  Penggugat  masih

mencari  nomor  Handphone Tergugat  di  keluarga terdekat  tetapi  tidak  di

berikan  dan  sampai  bulan  5   tahun  2019  Penggugat  masih  menunggu

kabar dari Tergugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dari Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun

2018 dan sampai saat ini  sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, dan

selama  berpisah  antara  Penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  pernah

bertemu  dan  berkomunikasi  dan  Tergugat  melalaikan  kewajibannya

sebagai  seorang  suami  kepada  Penggugat  dengan  tidak  pernah  lagi

menafkahi Penggugat lahir dan batin;

7. Bahwa  selama  kurang  lebih  2  tahun  pisah  tempat  tinggal  antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layakanya

suami  isteri  sedangkan  untuk  kembali  rujuk  sudah  tidak  ada  jalan  lagi

sehingga Penggugat memutuskan unrtuk bercerai; 

Berdasarkan  alasan-alasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka

Penggugat  mengajukan  gugatan kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Malili

dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

agar  kiranya berkenan menjatuhkan  putusan yang  amarnya adalah  sebagai

berikut :

PRIMER
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini  diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir

sendiri  di  persidangan, akan tetapi  Tergugat  tidak hadir  dan tidak menyuruh

orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  datang  di  persidangan  meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara

verstek. 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat

dan  mengupayakan  agar  Penggugat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai

dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran

Tergugat.

Bahwa  perkara  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  dalam  persidangan  tertutup  untuk  umum,  dan  Penggugat

mempertahankan maksud dan isi gugatan Penggugat.

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti tertulis berupa: 

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxx/xx/xx/xxxx,

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Malili,  Kabupaten Luwu Timur,  tertanggal  2 April  2018,  bermeterai  cukup,

distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P. 

Bahwa  Penggugat  juga  mengajukan  saksi-saksi  yang  memberi

keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:
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Saksi  I;  umur  40  tahun,  saksi  menyatakan  bahwa  saksi  adalah  tante

Penggugat,  di  bawah  sumpah  saksi  tersebut  memberi  keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Luwu  Timur  selama  2  bulan

lamanya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis lagi; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  atau  mendengar  Penggugat

dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa yang  saksi  ketahui  penyebab  ketidakharmonisan  dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat; 

- Bahwa  yang  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Tergugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Nabire namun hanya 1

minggu setelah Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak bisa diajak komunikasi

karena nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif lagi; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat tinggal  sudah

kurang lebih satu tahun delapan bulan; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat

dan Tergugat tinggal di Nabire; 

- Bahwa  setelah  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri; 

- Bahwa  setelah  berpisah  tempat  tinggal,  Tergugat  sudah  tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa  keluarga  pernah  berusaha  merukunkan  kembali  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. 
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Saksi  II;  umur  43  tahun,  saksi  menyatakan  bahwa  saksi  adalah  tante

Penggugat,  di  bawah  sumpah  saksi  tersebut  memberi  keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Luwu  Timur  selama  2  bulan

lamanya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis lagi; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  atau  mendengar  Penggugat

dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa yang  saksi  ketahui  penyebab  ketidakharmonisan  dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat; 

- Bahwa  yang  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Tergugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Nabire namun hanya 1

minggu setelah Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak bisa diajak komunikasi

karena nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif lagi; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat tinggal  sudah

kurang lebih satu tahun delapan bulan; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat

dan Tergugat tinggal di Nabire; 

- Bahwa  setelah  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri; 

- Bahwa  setelah  berpisah  tempat  tinggal,  Tergugat  sudah  tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa  keluarga  pernah  berusaha  merukunkan  kembali  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. 
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun

lagi  dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat  tetap pada pendirian

Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  cukuplah menunjuk

Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut

dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

mewakilkan kepada orang lain sebagai  wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti

ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  sesuatu  alasan  yang  sah,  maka

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa

tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Penggugat agar kembali  rukun dengan Tergugat,  akan tetapi upaya tersebut

tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak

dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  dibacakan  dan

Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatan Penggugat.

Menimbang,  bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh

Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tersebut  pada  pokoknya  didasarkan

ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  dapat  diterima  untuk

diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil  gugatan tidak terbantah oleh

Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari

adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian
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yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Penggugat

tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan

dua orang saksi. 

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel

pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah

dicocokkan  dengan  surat  aslinya  ternyata  sesuai  sehingga  sesuai  dengan

maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht).

Menimbang,  bahwa  bukti  P  menunjukkan  hubungan  hukum  antara

Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri sah dan belum

bercerai,  sehingga  dengan  bukti  tersebut  cukup  menjadi  dasar  hukum bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan

Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi

secara  terpisah  dan  memberi  keterangan  di  bawah sumpah sesuai  dengan

agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat

diterima, dan adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling

bersesuaian, serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi

Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika

dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah

tangga selama kurang lebih 2 bulan.

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  yang

hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun delapan

bulan.

 Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.

 Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  telah  berupaya  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti

bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga,

hanya selama dua bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal  yang  hingga  sekarang  telah  berlangsung  selama  kurang  lebih  satu

tahun dua bulan tanpa salilng memedulikan lagi, upaya merukunkan Penggugat

dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan penasihatan oleh Majelis Hakim di

persidangan  tidak  berhasil.  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  keadaan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adalah bentuk perselisihan dan

pertengkaran  dan  berlangsungnya  keadaan  tersebut  selama  satu  tahun

delapan bulan mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan  Tergugat  sifatnya  sudah  terus  menerus  dan  tidak  bisa

dirukunkan lagi.

Menimbang,  bahwa Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  Nomor  379

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali  maka

telah terbukti  retak dan pecah dan telah memenuhi  aturan Pasal  19 huruf  f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975”.  Berdasarkan  pertimbangan

tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain

telah  berdasar  hukum,  juga  telah  memenuhi  alasan-alasan  perceraian

sebagaimana diatur  dalam Pasal  19 huruf  f  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang,  bahwa  dalam  keadaan  demikian,  maka  dalam  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sangat  sulit  untuk  diwujudkan  sebuah

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat

ditarik  kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sudah

sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat

dengan  Tergugat  dalam  kondisi  demikian  adalah  sia-sia,  sehingga  untuk

mencegah  kemudharatan,  perceraian  menjadi  solusi  untuk  menghilangkan

kemudharatan  bagi  hubungan  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat,  hal

tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
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Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  mengambil  alih  pendapat

ulama  fiqh  dalam  kitab  Madza  Hurriyah  az-Zaujain  fi  Ath-Tholaq untuk

selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut: 

الزوجيةةولم         الحياةة تضطربة حينة الطلاقة نظامة اختارالإسلامة قدة

منةغير           صورةة الزوجيةة الربطةة تصبحة وحيثة ولاصلحة نصحة فيهة ينفعة

بالسجنةالمؤبد          الزوجينة أحدة يحكمعلىة أنة معناهة الاستمرارة لأنة روحة

العدالة    روح تأباه وهذا

Artinya : Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan  rumah

tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap

tidak  bermanfaat  lagi,  hubungan  suami  isteri  telah  hampa  karena

meneruskan  perkawinan  sama  halnya  dengan  menghukum  salah

satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal

itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus

cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun

sebagai suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

dalil-dalil  syar’i  yang  disebutkan  jika  dihubungkan  dengan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan

perkawinannya dengan  jalan  perceraian  telah  cukup  alasan  sehingga dapat

dikabulkan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu bukan disebabkan

suatu  halangan  yang  sah,  sementara  gugatan  Penggugat  tidak  melawan

hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka
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Tergugat  dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

ke persidangan, tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam dinyatakan bahwa talak bain shughra termasuk diantaranya adalah talak

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum gugatan Penggugat

petitum  angka  2  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra

Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Malili adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  89  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  sehingga  seluruh  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughraa  Tergugat  terhadap

Penggugat;  

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan  Agama Malili  pada hari  Kamis  tanggal  27  Februari  2020

Miladiyah bertepatan dengan 3 Rajab  1441 Hijriyah,  oleh Mun’amah, S.H.I.,

sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul    Fuad,
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S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan

ini  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

beserta  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Ummu Kalsum,  S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota,    Ketua Majelis,

ttd ttd

Wawan Jamal, S.H.I.               Mun’amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.     
    Panitera Pengganti,

ttd

      Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp    30.000,00
Biaya Proses : Rp    50.000,00
Biaya Panggilan

Biaya PNBP Panggilan

:

:

Rp   660.000,00

Rp    20.000,00
Biaya Redaksi : Rp    10.000,00
Biaya Meterai : Rp     6.000,00

Jumlah : Rp   776.000,00 

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Haryati, S.H.
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